
UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH 

SIDOARJO

Implementasi Program Kelas Ibu Hamil Dalam 
Penanggulangan Stunting Di Desa Wonoayu, Kecamatan 

Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo

Oleh:
Urshella Syintania Fadilla

Ilmi Usrotin Choiriyah
Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
Juni, 2024



2

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Salah satu isu gizi yang dihadapi Indonesia adalah stunting. tingkat stunting balita di Indonesia 
mencapai 24,4%. Angka ini dianggap masih tinggi jika dibandingkan dengan target Kebijakan 
Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi (KSKPG) tahun 2024, yang bertujuan mengurangi prevalensi 
stunting balita di Indonesia menjadi 14%.

Stunting  adalah  gangguan  pertumbuhan  dan  perkembangan    anak    akibat    kekurangan    gizi    
kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau  tinggi badannya  berada  di  bawah 
standar   yang ditetapkan   oleh menteri yang menyelenggarakan   urusan   (Peraturan   Presiden 
Republik Indonesia   Nomor   72 Tahun   2021 Tentang  Percepatan  Penurunan  Stunting  2021). 
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan 
Kesehatan masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, 
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 

Program kelas ibu hamil merupakan inisiatif untuk menyebarkan informasi seputar gizi dan 
kesehatan selama masa kehamilan. Materi yang disampaikan dalam program ini terfokus pada aspek 
perawatan kehamilan, khususnya persiapan dan pemenuhan kebutuhan gizi selama periode 
kehamilan.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tabel 1. Jumlah Balita Yang Terindikasi Stunting Berdasarkan Wilayah Wonoayu

Sumber: Puskesmas Wonoayu (2024)

Berdasarkan tabel 1 terdapat sejumlah ibu hamil yang ada di di Desa Wonoayu. Dari data tersebut, terlihat 
bahwa Desa Wonoayu memiliki 4 posyandu, yang mana dari tahun 2023 yakni sebanyak 80 ibu hamil. Hal 
ini mengindikasikan peningkatan jumlah ibu hamil dari tahun sebelumnya, yaitu 2022, yang mencatat 78 
ibu hamil. 
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tabel 2. Jadwal Pertemuan Program KIH

Sumber: Pemerintahan Desa Wonoayu (2024)

Pada tiap pertemuan kelas calon ibu, konten dan rincian sesi dari Pertemuan I hingga IV tercermin 
melalui Pedoman fasilitator, Panduan KIA, Kartu Pemutar, CD senam wanita mengandung, serta 
panduan senam calon ibu. Pelaksanaan pertemuan dimulai dengan fasilitator menyajikan materi-
materi sesi calon ibu hamil. Sesudah itu, fasilitator bersama peserta mencapai kesepakatan 
mengenai materi yang akan dijelaskan di setiap pertemuan serta menetapkan jumlah pertemuan 
yang diperlukan guna merinci seluruh materi sesi calon ibu hamil. Keputusan ini akan disesuaikan 
dengan urutan materi dan kebutuhan prioritas setempat.
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Rumusan Masalah

1. kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua mengenai retardasi pertumbuhan serta dalam 
menjaga gizi anak.

2. edukasi dari program kelas ibu hamil belum dilakukan secara pasif sehingga diketahui sebagian 
orang tua yang belum terlalu memahami tentang pentingnya dan manfaat dalam mengikuti 
kegiatan materi kelas ibu hamil tersebut.
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Peneliti Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Malia, dkk (2022), dalam penelitiannya yang berjudul 
“Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting Studi Kasus di Desa Peusangan 
Kabupaten Bireuen)”. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maysara Edriani serta Repotan Hasibuan (2023) Dalam penelitiannya 
yang berjudul “Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Fasilitas Puskesmas 
Terjun Kota Medan”. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yola Bergi Sembiring (2023), dalam penelitiannya yang berjudul 
“Implementasi Program Intervensi Gizi Spesifik Dalam Penurunan Stunting Oleh Dinas Kesehatan di 
Kabupaten Karo”



8

Metode

Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif

Teknik 
Pengumpulan Data wawancara, Observasi, Dokumentasi

Informan
Petugas Laboratorium Gizi, Kepala Puskesmas, 
Kader Posyandu, Kepala Desa, Bidan Desa dan satu 
individu dari masyarakat yang memiliki balita 
stunting

Lokasi penelitian Pemerintah Desa Wonoayu Kecamatan 
Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Teori Penelitian George Edward III : 
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi
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Hasil Dan Pembahasan

Peneliti melakukan analisis terhadap penerapan program kelas ibu hamil dalam penanganan stunting dengan merujuk pada teori Edward III, yang 
menjelaskan bahwa implementasi mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi.
A. Komunikasi
Komunikasi merupakan komponen penting dalam suatu perkumpulan agar para perintis dan pekerja dapat melaksanakan kewajibannya secara 
aktual dan efisien untuk mencapai tujuan hierarki. Oleh karena itu, korespondensi harus jelas sehingga dapat dipahami dengan baik. Ada 
beberapa sub-indikator yang perlu diterapkan dalam komunikasi kebijakan George Edward III agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai 
antisipasi, yaitu Transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Berdasarkan wawancara yang telah di dapat, dari jumlah 80 undangan yang telah disebar kepada masyarakat hanya sekitar 50 orang yang bisa 
menghadiri kegiatan sosialisasi terkait pengenalan program kelas ibu hamil dalam penanganan stunting. Dapat dilihat bahwa kebanyakan 
partisipasi dari masyarakat masih tergolong rendah dalam mengikuti sosialisasi, sehingga pemahaman masyarakat terkait stunting masih saja 
rendah dan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak puskesmas dalam mencegah stunting belum dapat dikatakan berjalan optimal. Ini bisa diatasi 
dengan bagaimana pihak pemerintah bisa menangani dan melakukan penjemputan bolang kerumah masyarakat agar dapat disadari bahwa 
kesehatan pada ibu hamil sangat penting untuk diperhatikan.

1. Tranmisi
Dari pengambil kebijakan hingga pelaksana kebijakan, komunikasi ini 
bersifat satu arah. Dimensi transmisi ini menghendaki kebijakan publik 
dapat dikomunikasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok 
sasaran kebijakan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
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Hasil Dan Pembahasan

2. Kejelasan
Dimensi

kejelasan juga mengharuskan bahwa kebijakan yang 
disampaikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan 
pihak- pihak berkepentingan harus disampaikan dengan 
jelas, sehingga semua pihak dapat memahami maksud, 
tujuan, sasaran, serta inti dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan gambar.2 dalam pelaksanaan edukasi pencegahan stunting di kelas ibu hamil dapat dilihat bahwa ada banyak ibu-ibu hamil tidak mengetahui tentang stunting. 
Dalam kegiatan edukasi stunting diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terutama ibu-ibu hamil mengenai stunting, sehingga dapat 
meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan stunting dan ikut memantau perkembangan pertumbuhan anak- anak mereka.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Wonoayu;
 “Pelaksanaan kelas ibu hamil sudah melakukan kegiatan sesuai jadwal materi yang telah disepakati secara 

bersama”. 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, konsistensi dalam kegiatan program kelas 
ibu hamil sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian terkait indikator komunikasi pada implementasi 
program kelas ibu hamil sudah terlaksana, namun masih terdapat kendala terkait partisipasi dari masyarakat 
yang belum menyadari adanya sosialisasi tersebut. Yang perlu ditekankan adalah rutinnya jadwal sosialisasi 
pada kelas ibu hamil dalam pengenalan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder karena itu sangat 
penting sebelum dilaksanakan program kelas ibu hamil. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan semua 
elemen masyarakat dapat memberikan tanggapan dan dukungan agar kelas ibu hamil dapat dikembangkan 
dan berjalan sesuai dengan harapan.

3. Konsistensi
Komponen konsistensi ini juga diperlukan agar strategi 

yang diambil tidak tercampur aduk, sehingga
membingungkan para pelaksana strategi, kelompok 

sasaran, dan pihak-pihak yang terlibat
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Hasil Dan Pembahasan

B. Sumber Daya
Kebijakan tidak akan dapat mencapai tujuannya jika tidak mendapat dukungan sumber daya yang cukup secara kualitas dan kuantitas. 
Semua sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan disertakan dalam kumpulan sumber daya 
ini.  Sub indikator dari sumber daya yakni; Sumber daya manusia, sumber daya pendanaan/anggaran, sumber daya peralatan, dan 
kewenangan.

Berdasarkan Tabel.3 diketahui bahwa petugas dalam pelaksanaan sudah memiliki tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan kelas ibu hamil telah dilakukan 
secara rutin di setiap desa dengan bidan desa sebagai fasilitator utama. Ini merupakan langkah positif dalam menggunakan kelas ibu hamil sebagai alat untuk 
mengatasi stunting. Selama pelaksanaan kelas ibu hamil, seharusnya bidan mendapatkan dukungan dari kader kesehatan desa untuk memastikan kegiatan 
berlangsung dengan lancar dan efektif. Idealnya, yang membantu bidan adalah kader kelas ibu hamil yang telah dibentuk oleh bidan bersama kepala desa. 
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kader posyandu lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelas ibu hamil.

1. Sumber Daya 
Manusia

SDM merupakan salah satu komponen yang 
berperan

dalam menentukan hasil pelaksanaan suatu 
strategi.
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Hasil Dan Pembahasan

2. Sumber Anggaran
menurut Edward III, keterbatasan sumber daya 
anggaran dapat berdampak pada keberhasilan 

implementasi kebijakan. Tanpa dukungan anggaran 
yang cukup, kebijakan tidak akan dapat

dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan Tabel. 4 terlihat bahwa rncian kegiatan pertemuan kelas ibu hamil selama 1 periode dibiayai oleh BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Tahun 
Anggaran 2024 sebesar RP. 3.120.000. Dalam 1 periode pertemuan kelas ibu hamil selama 4 bulan dengan jumlah peserta ibu hamil terdapat 15 orang per pertemuan.
Hasil wawancara yang telah di dapat dari Bidan Desa Wonoayu bahwa, 
“fasilitas dan peralatan yang tersedia mencakup alat tulis seperti buku KIA, lembar 
balik untuk kelas ibu hamil, buku panduan untuk pelaksanaan kelas ibu hamil, buku 
panduan untuk kelas fasilitator, serta alat peraga seperti Kit KB, model makanan, boneka,
tikar, atau karpet, dan buku panduan senam hamil atau CD senam hamil.”
Selanjutnya berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi terkait ketersediaan sarana
dan prasarana sudah cukup memadai hanya saya penunjang pelaksanaan program dalam 
fasilitas ruangan kelas ibu hamil kurang luas sehingga untuk kenyamanan masih kurang maksimal.

Berdasarkan wawancara beserta Tabel. 5 menunjukkan 
bahwa yang bertanggung jawab dalam implementasi
program kelas ibu hamil adalah Kepala Puskesmas. 

Tugas Kepala Puskesmas sebagai penanggungjawab 
untuk menkoordinir dalam implementasi kelas ibu hamil 

diwilayah kerjanya, yang nantinya akan menunjuk 
Bidan Desamasing-masing untuk melakukan identifikasi 

calon peserta, mengkoordinir dengan stakeholder, 
dan membuat jadwalmateri pada pelaksanaan 

kelas ibu hamil tersebut.

3. Sumber fasilitas
Menurut Edward III, sumber daya peralatan adalah 
fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

kebijakan, mencakup gedung, lahan, dan alat-alat yang 
semuanya berperan dalam mempermudah penyediaan 

layanan selama implementasi kebijakan tersebut.

4. Kewenangan
menurut Edward III, untuk melaksanakan 
suatu perintah, kewenangan umumnya 

perlu bersifat formal. Kewenangan 
mencakup hak dan tanggung jawab 

pelaksana dalam menerapkan kebijakan 
yang ditetapkan secara politik.
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Hasil Dan Pembahasan

C. Disposisi
Salah satu faktor terpenting yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan
adalah disposisi. Pemahaman terhadap kebijakan, respon terhadap kebijakan, dan komitmen pelaksanaan kebijakan merupakan tiga faktor 
yang mempengaruhi disposisi tersebut

Berdasarkan Gambar.3 yang dilakukan telah menunjukkan bahwa kader memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik serta berpengalaman tentang 
program kelas ibu hamil. Hal ini disebabkan karena semua kader telah mengikuti pelatihan di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta telah lama berperan sebagai 
kader posyandu. Dengan pengalaman tersebut, mereka menjadi kompeten dalam melaksanakan program kelas ibu hamil di Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, 
Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan yang diikuti oleh kader merupakan program wajib dari puskesmas setempat dan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh kepala 
desa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kader dalam menangani masalah stunting di desa. Dengan demikian, pelatihan ini terbukti efektif dalam 
meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kapasitas kader terkait gizi seimbang dan pencegahan stunting.

1. Pemahaman
Menurut Edward III dalam teorinya tentang 

implementasi kebijakan publik, pemahaman adalah 
salah satu faktor kunci yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman 
ini terkait bagaimana pihak-pihak yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan memahami tujuan, 
proses, dan cara pelaksana kebijakan tersebut.
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Hasil Dan Pembahasan

2. Komitmen
bahwa komitmen merupakan salah satu faktor kunci yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan

Berdasarkan Gambar. 4 Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tahap persiapan, yang meliputi survei pada kelompok sasaran, konfirmasi, serta koordinasi dengan 
kepala desa dan bidan desa setempat, serta persiapan sarana dan prasarana. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan 
pemahaman isi buku KIA, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab berdasarkan pedoman buku KIA. Tahap terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Dari 
kegiatan ini, akan terlihat peningkatan pemahaman ibu hamil mengenai buku KIA. Hasil penelitian berdasarkan wawancara terkait indikator disposisi pada program kelas ibu hamil 
dalam sub indikator pemahaman bahwa pelaksana program sudah cukup baik dalam menguasai materi terbukti bahwa Tujuan dari pelatihan para pelatih (TOT) Dinas Kesehatan 
adalah untuk mendidik fasilitator di kabupaten, kelurahan, dan desa tempat diadakannya kelas ibu. Selain itu, respon pelaksana
tercatat cukup memuaskan pada subindikator dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Subindikator komitmen pelaksanaan program kelas ibu hamil 
juga konsisten tinggi sepanjang tahapan sesuai dengan
pedoman yang telah ada.

Berdasarkan wawancara yang telah didapat dari Ibu Kader Kelas Ibu Hamil bahwa, “ Para kader yang 
sudah di berikan materi telah mendapatkan respon/tanggapan yang baik, dan para kader juga sudah 
cukup memahami dalam pelaksanaan program kelas ibu hamil “. Berdasarkan wawancara tersebut, 
respondasi dari para pelaksana sudah cukup baik dan mereka bisa memahami dalan melaksanakan 
tugas dan kewajiban masing-masing.

3. Respon
indikator selanjutnya yang menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan yaitu adanya respon
yang baik dari para pelaksana untuk bersedia 

melaksanakan kebijakan. Kebijakan tidak akan berhasil 
apabila para

pelaksana memiliki perbedaan pendapatan dan kurang 
mendukung untuk melaksanakan kebijakan.
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Hasil Dan Pembahasan

D. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan indikator terakhir Edward III dalam teorinya tentang implementasi kebijakan. Salah
satu komponen yang paling memungkinkan untuk menjalankan aktivitas secara keseluruhan adalah struktur ini. Organisasi swasta maupun lembaga pemerintah 
menunjukkan birokrasi. Fragmentasi dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) merupakan dua ciri utama struktur birokrasi.

Berdasarkan tabel. 6 dalam struktur birokrasi dalam program kelas ibu hamil memberikan gambaran tentang pada saat melaksanakan kebijakan dan menjalankan 
kewenangannya, terdapat pembagian tugas yang terstruktur untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas saat mengimplementasikan kebijakan.

1. Fragmentasi
Fragmentasi ialah usaha untuk mendistribusikan 

tanggung jawab aktivitas pegawai di antara 
berbagai unit kerja, dengan tujuan mengurangi 

dampak tekanan eksternal dan meningkatkan fungsi 
koordinasi dalam suatu kebijakan.

Hasil wawancara dari Bidan Desa mengatakan bahwa, 
“ atas implementasi kebijakan kelas ibu hamil di Desa Wonoayu juga terdapat SOP (Standart Operational Prosedure) yang sudah 
berjalan dengan baik dan di jadikan sebagai pedoman “.
Dengan demikian, untuk pelaksanaan program kelas ibu hamil, bisa dilihat bahwasanya struktur birokrasi yang ada telah terbentuk 
dengan baik, di mana terdapat SKPD yang memiliki wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Hasil penelitian 
berdasarkan wawancara terkait indikator struktur birokrasi pada program kelas ibu hamil sudah dikatakan cukup optimal karena 
ada pembagian kerja seperti rupa jadi tidak ada tumpang tindih implementasi tugas saat implementasi.

2. SOP
SOP merupakan serangkaian aktivitas 

rutin yang bisa pegawai ataupun 
pelaksana kebijakan, baik itu 

administratur maupun birokrat, guna 
menjalankan tugas sehari-hari mereka 

selaras atas standar
yang sudah ditentukan (standar minimum 

yang diperlukan atas masyarakat).
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Kesimpulan
Sesuai dengan hasil penelitian terkait implementasi program kelas ibu hamil dalam penanggulangan stunting pada Desa Wonoayu 
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ditinjau atas 4 aspek dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pertama, indikator pada komunikasi 
belum cukup optimal. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya kesadaran para ibu hamil terkait pentingnya program kelas ibu hamil dalam 
penanggulangan stunting pada Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Kedua aspek sumber daya sudah cukup optimal 
hal ini dibuktikan dengan berbagai aspek sumber daya baik itu sumber daya manusia , sumber pendanaan atau anggaran , sumber daya 
peralatan serta kewenangan sudah struktur , memadai , terkelola dan terlaksana dengan baik. Ketiga aspek disposisi , sudah cukup optimal 
hal ini dibuktikan dengan bahwa dinas kesehatan telah melakukan pelatihan (TOT)dengan tujuan untuk melatih fasilitator ditempat 
pelaksanaan program kelas ibu hamil dari tingkat kabuten hingga desa selain itu respon yang diberikan dalam pelaksanaan juga sudah 
cukup baik , dimana para ibu hamil sudah melaksanakan tugas , tanggung jawab dan kotmitmen masing - masing. Keempat aspek struktur 
birokrasi telah cukup optimal hal ini dibuktikan atas terdapatnya SKPD yang birokrasinya sudah terstruktur dengan baik selain itu dapat 
pembagian kerja dalam pelaksanaan dan implementasinya sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
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